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ABSTRAK 

 

 Anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pola 

pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak jarang anak yang 

terjebak dalam lingkungan yang tidak kondusif  ditambah faktor ekonomi yang 

kurang memadai, mengakibatkan anak tersebut melakukan kenakalan yang 

berujung pada tindak pidana. Saat ini Indonesia telah memiliki sistem peradilan 

anak yang lebih mengakomodir hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 dibandingkan sistem sebelumnya yaitu pada Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam sistem peradilan pidana anak saat ini 

terdapat suatu mekanisme rechterlijk pardon/pemaafan hakim. Namun, aturan 

tersebut masih menjadi teks mati karena belum memiliki pedoman dan aturan 

tambahan yang jelas. Sejak 1968, mulai digaungkan terkait dengan pembaruan 

hukum pidana di Indonesia. Mengingat hukum pidana yang saat ini dipakai masih 

terpaku pada hukum warisan Belanda yang sangat individualistik dan liberalistik. 

Pembaruan tersebut sejalan dengan adanya penerapan rechterlijk 

pardon/pemaafan hakim untuk menanggulangi kekakuan dalam hukum pidana. 

Maka dari itu perlunya untuk mengetahui urgensi penerapan rechterlijk 

pardon/pemaafan hakim khususnya dalam peradilan anak dan menentukan 

bagaimana aturan ini bisa diimplementasikan. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun 

menggunakan data literer (pustaka), yaitu penelitian di mana sebagian besar data 

yang diperlukan dan yang akan dikaji adalah data yang bersifat sekunder. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rechterlijk 

pardon/pemaafan hakim perlu dilakukan, karena sejatinya konsep tersebut seiring 

dan sejalan dengan konsep perbaruan hukum pidana dan pemidanaan di 

Indoensia. Tentunya penerapan tersebut berpedoman pada substansi pada norma 

yang tertera pada Pasal 53 dan 54 ayat (1) RKUHP. Hal ini sejalan dengan teori 

penjatuhan putusan yang menekankan pada keseimbangan (pelaku dan korban) 

serta pada pengetahuan dan wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu 

perkara. 

 

Kata kunci: recterlijk pardon, pembaruan hukum pidana, sistem peradilan anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan 

dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. 

Diperlukan pembinaan dalam mengarahkan prilaku, sikap dan mental terhadap 

anak agar terhindar dari hiruk pikuk kenakalan serta pelanggaran norma yang 

kelak akan merugikan dirinya bahkan orang lain.  

Seiring berjalannya waktu, anak akan tumbuh dewasa menjadi remaja. 

Terkadang seorang anak akan bersikap atau melakukan hal apapun untuk menuju 

ke proses keremajaan tanpa mempertimbangkan nilai dan norma. Apalagi jika hal 

tersebut ditambah dengan kondisi lingkungan keluarga dan lingkungan sosial 

yang buruk, maka akan mempengaruhi prilaku anak. Jika hal tersebut terjadi, 

maka anak akan berpotensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah 

hukum yang berlaku sehingga menimbulkan keresahaan sosial di tengah-tengah 

masyarakat.  Hal inilah yang biasa disebut sebagai kenakalan remaja atau juvenile 

delinquensi.
1
 

Menurut Emile Durkheim, hal yang mempengaruhi terjadinya  kenakalan 

anak yaitu “normallessness, lessens social control” yang berarti mengendornya 

pengawasan dan pengendalian sosial berpengaruh terhadap terjadinya 

kemerosotan moral. Menurutnya, trend sosial dalam masyarakat

                                                             
1Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 

Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 24. 
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industri perkotaan modernpun ikut mempengaruhi perubahan norma, peningkatan 

individualisme dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan 

menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan 

prilaku yang menyimpang dan penyimpangan tersebut mengarah kepada 

kejahatan.
2
 

Saat ini Indonesia memilki desain khusus untuk anak yang melakukan 

kejahatan atau disebut juga degan anak yang berhadapan dengan hukum dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA juga mendefinisikan  anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.
3
 UU SPPA saat ini mengarah pada restorative justice, yang semula pada 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengedepankan retributif justice dan 

cenderung dianggap tidak mengakomodir perlindungan bagi anak sehingga 

memunculkan stigmatisasi, interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya, 

permasalahan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan permasalahan 

readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.   

Selain  mengarah pada restorative justice, dalam Pasal 70 UU SPPA pula 

terdapat sebuah norma yang mengatur terkait dengan rechterlijk pardon atau yang 

biasa dikenal dengan sebutan pemaafan hakim. Pasal aquo menyebutkan bahwa : 

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau 

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi 

                                                             
2 Emile Durkheim dalam Nandang Sambas, Ibid., hlm. 28. 

3 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 
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kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk 

tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan 

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”
4
 

 

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Namun terdapat beberapa 

pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat rechterliljk 

pardon, yaitu: 

1. Ringannya perbuatan; 

2. Keadaan pribadi; 

3. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi 

kemudian; dan 

4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 

Latar belakang adanya pengaturan rechterliljk pardon menurut Nico 

Keizer adalah banyaknya terdakwa yang sebenarnya memenuhi pembuktian, akan 

tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan 

atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu 

benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, dapat pula dikatakan 

bahwa adanya pedoman pemaafan hakim berfungsi sebagai suatu katup pengaman 

(veligheidsklep) atau pintu darurat (noodeur).
5
 

                                                             
4 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

5 Nico Keizer dan D. Schaffmeister. Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 

1998 Buku I KUHP Baru Indonesia. Belanda. Driebergen/Valkenburg. 1990. hlm. 55 Dikutip dari 

Jurnal Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 28, Nomor 1, 

Februari 2016. hlm. 61-76. 
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Pada praktiknya, Pasal yang memuat norma pemaafan hakim (rechterlijk 

pardon) masih mengalami ambiguitas dalam hal pengimplementasian. Indikator 

yang tertera dalam pasal tersebut, saat ini belum mampu memberikan efektivitas 

acuan hakim dalam membuat pertimbangan putusan.  

Penulis mengambil contoh kasus Pencurian yang dilakukan oleh tiga orang 

anak yang namanya dirahasiakan di daerah Kota Yogyakarta.
6
 Pada fakta 

persidangan ditemukan Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut 

ABH) yang pertama merupakan aktor intelektual dalam hal melakukan tindak 

pidana pencurian yang dilakukan dan sebelumnya juga anak tersebut  pernah 

dihukum selama 3 (tiga) bulan. ABH yang kedua merupakan anak yang terlibat 

dalam pencurian karena pengaruh ABH pertama dan ia juga anak yang ikut 

mengambil barang curian di tempat kejadian perkara. ABH yang ketiga yang 

mendapat tugas dari ABH pertama untuk mengawasi kondidi di tempat kejadian 

perkara. Alasan kesemua ABH melakukan pencurian tersebut yakni karena 

masalah eknomi terlebih mereka semua hanya bekerja sebagai pengamen. Dalam 

putusannya majeslis hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing anak 

yaitu, ABH pertama dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 

(lima belas) hari yang dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan 

penahanan yang telah dijalani, ABH kedua dan ketiga dengan hukuman pidana 

penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketetentuan pidana tersebut tidak perlu 

dijalankan kecuali dalam waktu 3 (tiga) bulan terdapat perintah lain dari 

                                                             
6 Vide, Putusan Noomor : 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk 
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Pengadilan yang menyatakan anak bersalah telah melakukan tindak pidana 

sebelum masa percobaan berakhir. 

Penyusun menyoroti hukuman yang diberikan kepada ABH ketiga yang 

seharusnya dengan ketentuan rechterlijke pardon mejelis hakim dapat 

memberikan pemaafan terhadap anak tersebut. Namun karena pengaturan terkait 

rechterlijke pardon belum komprehensif dan juga hukum pidana formil yang 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terkait dengan memutuskan suatu perkara 

hanya memungkinkan 3 kemungkinan yaitu : 

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana; (verooodeling tot enigerlei sanctie) 

2. Putusan Bebas (vrij spraak); 

3. Putusan lepas dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging)
7
 

Dengan hanya tiga pilihan kemungkinan tersebut, maka timbul suatu 

pertanyaan “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti 

secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHAP, tetapi Majelis Hakim 

memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan pemidanaan/ 

Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya ?” Maka 

apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, 

muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat 

menjatuhkan suatu putusan tanpa pemidanaan (rechterlijke pardon). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis karya ilmiah 

skripsi yang berjudul Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam 

                                                             
7 Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 

Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981. 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Dan Perkembangannya Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsepsi penerapan rechterlijk pardon dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

seiring perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia? 

2. Mengapa rechterlijk pardon perlu diterapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring 

perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui konsepsi penerapan rechterlijk pardon dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak seiring perkembangannya dalam 

pembaruan hukum pidana indonesia. 

b. Memberikan legitimasi bahwa rechterlijk pardon perlu 

diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
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tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring 

perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana indonesia.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri 

dari dua aspek, yaitu: 

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, 

serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, 

khususnya hukum pidana. 

b. Secara praktis, diharapkan agar praktisi serta aparat penegak 

hukum khususnya hakim, tidak ragu untuk menerapkan 

rechterlijke pardon dalam penjatuhan pemidanaan terhadap 

anak dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan 

toeri terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang 

segera dilakukan, lalu menyusun literatur secara teratur dan rapi untuk 

diperlukan dalam penelitian.
8
 Adapun kajian yang hampir sama dengan 

masalah yang penyusun teliti, diantaranya:   

                                                             
8 Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 

31. 
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Pertama, penelitian pada tahun 2019 berbentuk skripsi yang disusun 

oleh Destria yang berjudul “Prospektif Penerapan Rechterlijk Pardon 

(Pemaafan Hakim) Dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018)”. 

Skripsi tersebut membahas tentang penerapan rechterlijk pardon dalam 

putusan pengadilan sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang 

terdapat di dalam RKUHP 2018.
 9

 Berbeda dengan skripsi penyusun, yang 

tentunya akan membahas perlunya penerapan rechterlijk pardon sebagai 

pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan suatu putusan perkara anak serta 

mengkonsep bagaimana hal tersebut bisa diterapkan. 

Kedua, penelitian pada tahun 2017 berbentuk jurnal yang disusun oleh 

Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief yang berjudul “Formulasi 

Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaruan Sistem 

Pemidanaan Di Indonesia”. Jurnal tersebut membahas tentang analisis ide 

rechterlijk pardon dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini 

dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia.
10

 

Berbeda dengan skripsi penyusun, yang tentunya akan membahas perlunya 

penerapan rechterlijk pardon sebagai pertimbangan hakim dalam  

menjatuhkan suatu putusan perkara anak serta mengkonsep bagaimana hal 

tersebut bisa diterapkan. 

                                                             
9 Destria, “Prospektif Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam 

Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung 

(2019). 

10 Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Pemaafan 

Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, Jurnal Law 

Reform, Vol. 13:1 (2017). 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Tujuan Pemidanaan 

Secara garis besar, tujuan pemidanaan dibagi menjadi tiga, yaitu 

teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun dalam penyusunan 

skripsi ini penyusun hanya memfokuskan pada teori relatif. 

Teori Relatif, teori ini bisa disebut juga dengan teori tujuan teori 

relasi. Pemidanaan menurut teori ini bertujuan untuk penegakkan 

ketertiban masyarakat dan juga mencegah kejahatan. Pencegahan tersebut 

dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan umum (adanya pemidanaan yang 

dijatuhkan terhadap sesorang yang melakukan kejahatan akan memberikan 

rasa takut kepada orang lain untuk tindak berbuat jahat) dan pencegahan 

khusus (upaya agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan).
11

 

2. Teori Penjatuhan Putusan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan 

banyak tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku,  sampai 

kepentingan korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan rasa 

keadilan masyarakat. Menurut Machkenzie, yang dikutip oleh Ahmad 

Rifai, ada beberapa teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan 

putusan, yaitu: 

Teori Keseimbangan, dalam menjatuhkan putusan hakim harus 

memperhatikan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

                                                             
11 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip- Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka, 2014), hlm. 31-37. 
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undang-undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut atau berkaitan 

dengan perkara.  

Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim 

ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim. 

Bahkan terkadang menjadikan kekeliruan dan kesesatan dalam putusan. 

Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menerapkan teori ini yang 

hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri. 

Teori Pendekatan Keilmuan, teori ini keterbalikan dari teori 

sebelumnya. Teori ini menjadikan hakim dalam menjatuhkan putusan 

harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan 

keilmuan hakim lainnya bukan hanya berdasarkan pada intuisi atau instink.  

Teori Ratio Decidendi, teori yang didasarkan pada landasan 

flilsafat yang mendasar, yang membertimbangkan segala aspek yang 

berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Aspek-aspek 

tersebut adalah aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, aspek kemanfaatan, 

penegakan hukum, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.  

Teori kebijaksanaan, teori yang dicetuskan oleh Made Sadhi Astuti 

yang berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak, 

namun dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan 

terhdapa perkara pidana lainnya. Teori ini bertujuan untuk, Pertama, 

upaya perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan, Kedua, upaya 

perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana, Ketiga, memupuk solidaritas 
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anata keluarga dan masyarakat untuk kepentingan anak pelaku tindak 

pidana, Keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.
12

 

3. Teori Individualisasi Pidana 

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya 

untuk mereformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral 

sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat 

Indonesia. Oleh karena itu pembaruannya melalui pendekatan yang 

berorientasi pada kebijakan sosial maupun kriminal dan nilai. Hal ini 

bermakna bahwa pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial dan perlindungan terhadap masyarakat 

khususnya pada penanggulangan kejahatan dan juga upaya 

memperbaharui subtansi hukum.
13

 

 Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana 

juga tidak terlepas dari dua masalah pokok kebijakan kriminal, yaitu 

mengenai penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak 

pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan oleh pelanggar. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adala suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau 

tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan 

                                                             
12 Ahmad Rifai, PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM Dalam Perspektif Hukum 

Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102-113. 

13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1996), hlm. 30. 
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terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.
14

 Metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan 

penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya.
15

 Dalam hal ini penulis memanfaatkan 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber kepustakaan 

lainnya. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk 

dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, 

menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya 

diberi penilaian.
16

 Dalam hal ini penyususn mendeskripsikan masalah 

konsep dan penerapan rechterlijk pardon dalam  Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta 

teori yang dikemukakan penulis. 

 

 

                                                             
14 Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14. 

15 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

2004), hlm. 2-3. 

16 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosian dan Hukum (Jakarta: Granat 20004), hlm. 

128. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah 

penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.
17

  

4. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan 

prundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum 

sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet 

dan kamus hukum.
18

 

c. Bahan Non-Hukum 

                                                             
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105. 
18 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Alfabeta, 

2012), hlm. 67-69. 
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Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum 

ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-

hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
19

   

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagaimanan telah disebutkan di awal bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu maka secara 

klasifikatif penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer 

(pustaka), yaitu penelitian di mana sebagian besar data yang diperlukan 

dan yang akan dikaji adalah data yang bersifat sekunder.
20

 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder tersebut 

meliputi bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. 

6. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitiatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara 

logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitiatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilih-memiliahnya menjadi satuan unit yang 

                                                             
19 Ibid, hlm. 69. 

20 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi, (Malang: 

Yayasan Asih Asuh, 1990), hlm. 90. 
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dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari. 
21

  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-

hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, 

untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan 

skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahsan yang terdiri dari: 

Bab pertama, Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Membahas tentang penjabaran dari kerangka teoritik yang 

terdapat di bab pertama. Adapun teori yang digunakan penyusun adalah teori 

mengenai tujuan pemidanaan, teori penjatuhan putusan dan teori 

individualisasi pidana. 

Bab ketiga, Membahas tentang sistem peradilan pidana anak dan 

perkembangannya dalam pembaruan hukum di Indonesia. 

Bab keempat, Menganalisis perlunya konsep dan penerapan  

rechterlijke pardon dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum seiring perkembangannya dalam pembaruan 

hukum di Indonesia. 

                                                             
21 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247. 
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Bab kelima, Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan 

yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang 

bergunan demi kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian ini penyusun menguraikan hasil dari penelitian ini, mengenai 

bagaimana konsep dan urgensi penerapan rechterlijk pardon dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring 

perkembangannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, berikut adalah 

kesimpulan yang dapat penulis simpulkan: 

1. Berdasarkan hasil kajian di atas pula, bahwa sejatinya rechterlijk 

pardon/pemaafan hakim dalam perkara anak bisa diimplementasikan 

mengacu pada teori tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Kemudian dalam 

proses penjatuhan putusan berdasarkan teori yang ada hakim dapat 

menggunakan teori  keseimbangan, teori pendekatan keilmuan serta teori 

kebijaksanaan, dan juga hakim dapat mengambil substansi pedoman 

pemidanaan yang saat ini termaktub dalam Pasal 53 dan 54 ayat (1) RKUHP. 

Mengingat pemaafan dapat dipandang sebagai pintu darurat atas suatu 

perkara anak yang mengganggu keadilan dimasyarakat maupun peradilan 

pidana yang tidak tepat guna. 

2. Urgensi perlunya diterapkan rechterlijk pardon/pemaafan hakim dalam 

perkara anak yakni, bahwa Indonesia saat ini telah memiliki proyeksi untuk 

memperbarui konsep hukum pidana dan pemidanaan. Sistem pidana yang ada
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 saat ini yang mencantumkan norma terkait pemaafan hakim sudah seiring 

dan sejalan dengan konsep pembaruan hukum pidana. 

B. Saran 

1. Untuk hakim penyusun menyarankan agar lebih berani menghasilkan 

putusan-putusan yang mengedepankan nuansa keadilan beserta hak dan 

kepentingan anak, agar Pasal 70 UU SPPA tidak menjadi Pasal mati 

kedepannya. 

2. Perlu diformulasikan dalam bentuk klausul pasal terkait empat rambu yang 

ada di Pasal 70 UU SPPA. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian pula 

untuk hakim, dalam menentukan apakah seorang anak berhadapan hukum 

dapat dimaafkan oleh Majelis Hakim. 
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